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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Masalah lingkungan merupakan hal yang semakin menjadi prioritas di Jawa Barat, karena semakin lama semakin cenderung menunjukkan grafik yang menurun drastis, baik kuantitas maupun kualitasnya. Kondisi lingkungan di Jawa Barat dari hari ke hari semakin lama semakin menunjukkan kecenderungan grafik yang menurun drastis, baik kuantitas maupun kualitasnya. Masalah lingkungan menyangkut masalah banjir, longsor, kekeringan, dan pencemaran yang memakan korban, harta benda dan nyawa.

Penyebab menurunnya kualitas lingkungan tersebut diantaranya disebabkan oleh tidak konsistennya tata ruang Jawa Barat, terutama terkait dengan perubahan tata guna lahan, kemudian antara kegiatan pemanfaatan di satu pihak dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengendalian pencemaran di lain pihak belum terjadi korrdinasi yang memadai, sehingga tidak terjadi saling menjamin keberlangsungan dan kelestarian DAS, dan belum efektifnya penanganan sampah padat terutama sampah rumah tangga serta penegakan hukum lingkungan belum maksimal.

Kerusakan lingkungan berkaitan dengan pemanfaatan ruang, selama kurun waktu antara tahun 1994 sampai dengan tahun 2003, terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang kawasan lindung sebesar 17,14% dan kawasan budidaya sebesar 17,78%. Simpangan ini disebabkan oleh terkonversinya kawasan tersebut

menjadi kawasan budidaya. Simpangan yang telah terjadi disebabkan adanya penggunaan lahan kering yang jauh melebihi target rencana dengan penyimpangan mencapai 11,93% dan penyimpangan penggunaan lahan perkotaan sebesar 2,48%.

Salah satu penyebab terjadinya masalah lingkungan ini adalah belum optimalnya implementasi pembangunan berkelanjutan. Ada kecenderungan pembangunan yang dilaksanakan kurang berorientasi pada pembangunan  berkelanjutan. Sesuai dengan salah satu diantara lima misi Pemerintah Jawa Barat sebagai perjabaran dari visi dan misi akselerasi peningkatan kesejahteraan meningkatkan implementasi pembangunan berkelanjutan.

Kebijakan pembangunan dalam rangka implementasi pembangunan berkelanjutan adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui keseimbangan penduduk dan lingkungan dalam kesatuan ruang yang diarahkan diantaranya pada peningkatan fungsi kawasan lindung di dalam kawasan hutan 11% dan di luar kawasan hutan sebesar 10% dari luas Jawa Barat, serta peningkatan sinergitas penataan ruang.

Arah kebijakan pembangunan propinsi Jawa Barat tahun 2005 akan difokuskan pada adalah perubahan perilaku yang konstruktif serta peningkatan sinergitas pembangunan dari segenap pelaku pembangunan di Jawa Barat, berkaitan dengan masalah perbaikan lingkungan dan peningkatan sinergitas penataan ruang, maka Tata Ruang Desa sebagai bagian dari RTRW Propinsi menjadi suatu yang penting dimiliki oleh Desa, terutama sebagai referensi dalam penyusunan rencana pembangunan Desa.

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, kemudian disusun kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui Penerapan pola Tata Ruang Desa yang secara substansial mengandung 3 pokok kegiatan, yakni sosialisasi Pola Tata Desa, Penyusunan Tata Ruang Desa dan Penerapan (implementasi) Tata Ruang Desa.

  Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah (BPMD) Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu Badan yang mempunyai tugas menyusun kebijaksanaan teknis sebagai bahan pemerintah propinsi untuk memfasilitasi pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan perencanaan sampai dengan evaluasi keberhasilan pembangunannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, telah ditetapkan dalam DASK APBD propinsi Jawa Barat Tahun anggaran 2004 yaitu dalam kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui penerapan Pola Tata Ruang Desa dengan alokasi dana sebesar Rp.992.500.000;-yang kegiatannya terdiri dari sosialisasi Pola Tata Ruang Desa, Pelatihan Penerapan Pola Tata Ruang Desa dan Evaluasi kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Hal ini sejalan dengan Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarkat Daerah (BPMD) Propinsi Jawa Barat Tahun 2001-2005 sebagai penjabaran dari rencana strategis Jawa Barat dalam kerangka acuan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Jawa Barat.

Pola Tata Ruang Desa adalah perencanaan penataan ruang Desa, yaitu suatu perencanaan pembangunan yang bertumpu kepada pemanfaatan ruang dari desa yang bersangkutan. Artinya, dalam menyusun perencanaan pembangunan fisik desa tidak terlepas dari penggunaan lahan yang disesuaikan dengan peruntukannya sebagai hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai wakil masyarakat dan diantara masyarakat itu sendiri, sehingga tercipta adanya keseimbangan dan keselarasan dalam pembangunannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah:

1. Bagaimana meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menyusun pola tata ruang desa ?

2. Bagaimana mensosialisasikan model pola tata ruang desa melalui pelibatan masyarakat ?

3. Bagaimana mewujudkan desa yang berkembang, maju dan mandiri, yang memiliki tata pemerintahan, tata masyarakat, dan tata ruang fisik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pola tata ruang desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, sedangkan tujuan dari Kuliah Kerja Lapangan ini adalah:

1. Untuk mengetahui peningkatan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam menyusun pola tata ruang desa.

2. Untuk mengetahui sosialisasi model pola tata ruang desa melalui pelibatan masyarakat.

3. Untuk mengetahui perwujudan desa yang berkembang, maju dan mandiri, yang memiliki tata pemerintahan, tata masyarakat, dan tata ruang fisik yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi kepentingan penulis, yaitu untuk mengetahui implementasi pola tata ruang desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
2. Bagi kegunaan teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan tambahan dan informasi bagi ilmu yang dipelajari dan berhubungan dengan penelitian ini.

3. Bagi kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan tepri-teori pemberdayaan yang berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta dapat memberikan sumbangan pemikiran, informasi dan solusi dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

1.5 Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka pada bagian ini penulis akan menjelaskan berbagai kerangka teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Teori-teori yang dikemukakan adalah teori-teori yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat, pengungkapan teori ini dibuat sesuai dengan pedoman dalam menganalisa masalah yang diteliti. Solichin Abdul Wahab dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi sebagai berikut:
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65).

Berdasarkan pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan/merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai.

Langkah yang tepat guna menanggulangi kemiskinan adalah dengan melalui PPK dengan cara ini akan memancing masyarakat miskin untuk tidak tergantung lagi pada orang lain atau pemerintah karena dengan  pemberdayaan akan mendorong masyarakat untuk mandiri dan berwira usaha. 

”PPK merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. PPK memusatkan kegiatannya kepada masyarakat pedesaan Indonesia yang paling miskin, melalui penyediaan pendanaan dan bantuan teknis kepada masyarakat desa agar dapat terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang partisipatif untuk menentukan pembangunan yang dibutuhkan dan diprioritaskan” (BPS dan Depsos, 2002:4)

Program Pengembangan Kecamatan (PPK)  merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, melalui partisipasi masyarakat dalam menyusun kegiatan pembangunan, yang memiliki cara kerja secara tersusun, mulai dari diseminasi informasi atau sosialisasi program, proses perencanaan kegiatan, seleksi kegiatan yang akan dilaksanakan,  pemilihan anggota tim pelaksana dan fasilitator di tingkat desa maupun kecamatan.
Dalam konteks pembangunan, istilah pemberdayaan pada dasarnya bukanlah istilah baru melainkan sudah sering dikemukakan semenjak adanya kesadaran bahwa faktor manusia memegang peran penting dalam pembangunan. Berhubungan dengan hal tersebut, menurut Shardlow seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah:

“Pemberdayaan membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka” (Roesmidi, 2006:3).

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan pada intinya adalah untuk mendorong masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang ia harus lakukan dalam kaitan dengan upaya mengatasi permasalahn yang ia hadapai, sehingga mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam mewujudkan cita-citanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan bukanlah proses sepihak, melainkan proses yang dijalankan untuk kepentingan bersama.

Menurut Payne seperti yang dikutip oleh Roesmidi dalam bukunya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat mengemukakan bahwa:

”Membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang ia miliki, antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya” (Roesmidi, 2006:3).

Menanggulangi kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat miskin selain memerlukan keterlibatan aparat daerah yang bersangkutan yang mengetahui kantung-kantung kemiskinan, juga diperlukan suatu formula sebagai pendukung program pemberdayaan.
”Masyarakat Miskin merupakan suatu kelompok yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan (poverty line) atau batas kemiskinan (poverty threshold). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya” (BPS dan Depsos, 2002:4)

Masyarakat miskin seringkali merupakan kelompok yang tidak berdaya baik karena hambatan internal dari dalam dirinya maupun tekanan eksternal dari lingkungannya. Pendamping sosial kemudian hadir sebagai agen perubah yang turut terlibat membantu memecahkan persoalan yang dihadapi mereka. Pendampingan sosial dengan demikian dapat diartikan sebagai interaksi dinamis antara kelompok miskin dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, memobilisasi sumber daya setempat, memecahkan masalah sosial,  menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan  menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat.
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1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Metode

Sesuai dengan masalah yang diteliti pada saat ini, berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan untuk mencari kebenaran dalam penelitian adalah berdasarkan suatu metode. Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusunan dalam melakukan penelitian dan pengamatan.

Dalam penulisan laporan ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode ini menggambarkan atau menjelaskan sesuatu hal kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam memilih suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang, (Nasir,1998:5)

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui:

1. Studi Pustaka, yaitu cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Oservasi, yaitu cara menghimpun data dengan melakukan praktek kerja lapangan langsung ke instansi yang terkait.

3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan untuk informan atau nara sumber. Narasumber yang dipakai dalam pelaporan KKL ini adalah:
a) Kepala Desa

b) Sekretaris Desa

c) Kaur (Kepala Urusan)

d) Kadus (Kepala Dusun)

e) Tokoh Masyarakat Desa Karangmekar

1.6.3 Analisis Data

Suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan atau pengujian yang sistematik mengenai suatu hal dalam rangka menentukan bagian-bagian, hubungan diantara bagian, dan hubungan bagian dalam keseluruhan.

Ada tiga unsur utama dalam proses analisis data pada penelitian kuatitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan.

2. Sajian Data

Sajian data adalah susunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya suatu kesimpulan.

3. Kesimpulan akhir pada penelitian kualitatif tidak akan ditarik kecuali setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang dibuat perlu divertifikasi dengan cara melihat dan memepertanyakannya kembali, sambil meninjau secara sepintas pada catatan lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

1.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

Lokasi penelitian yang akan penulis laksanakan yaitu pada Kantor Kepala Desa Karangmekar Kecamatan Karangsembung Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jl. Siliwangi No.89 Kodepos 45186. Adapun jadwal penelitian yang telah direncanakan selama 5 bulan yaitu dari bulan Juli sampai dengan bulan November 2008 yang terdiri atas:

1. Mengajukan surat ke Kantor Kepala Desa Karangmekar
2. Pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan.

3. Pengumpulan data.

4. Penulisan laporan.

5. Pengumpulan laporan.

Tabel 1.1

Jadwal Penelitian

	No
	Kegiatan
	Tahun 2008

	
	
	Jul
	Agus
	Sep
	Okt
	Nov

	1
	Mengajukan surat ke Kantor Kepala Desa Karangmekar
	
	
	
	
	

	2
	Pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan
	
	
	
	
	

	3
	Pengumpulan data
	
	
	
	
	

	4
	Penulisan laporan
	
	
	
	
	

	5
	Pengumpulan laporan
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